Lampiran V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :PER- 3 2 /PJ/2013

i TANGGAL: 55  September 2013
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP

Nomor

Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan
Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan
PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu

Kepada Yth.

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau
Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal
Saudara ajukan tanggal ............ccceeennnen. NOIMIOT eveevneineneaennennens dengan ini diberitahukan
bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena tidak memenuhi kriteria sebagai

Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013.

Demikian untuk dimaklumi

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

...........................................

1) Diisi identitas Wajib Pajak
2) diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor atau
Pasal 23)



